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Abstrak: Seiring dengan perkembangan perbankan syariah, perum pegadaian syariah 
mulai melirik untuk menerapkan prinsif-prinsif syariah melalui anak salah satu 
devisinya, pegadaian syariah. Pegadaian syariah yang konsep operasionalnya 
mengacu pada prinsif al-rahn merupakan lembaga yang paling muda dalam 
menajalankan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Terbitnya PP/10 tanggal 
1 april tahun 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, 
satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh 
Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya 
PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian 
sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra 
Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga Bank, telah sesuai dengan 
konsep syariah, dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep 
pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi 
khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Permasalah mengenai gadai ini 
menjadi menarik untuk dijadikan kajian ilmiah mengingat saat-saat ini lembaga 
keuangan syariah tengah bergeliat termasuk di dalamnya adalah pegadaian Syariah. 
Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih luas mengenai gadai ini melalui sebuah 
karya ilmiah ‘penerapan konsep al-Rahn pada lembaga keuangan syariah (studi pada 
Pegadaian Syariah Praya buku tahun 2014-2015(’. Untuk memudahkan penelitian 
penulis mengurai dengan pokok masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana konsep 
al-Rahn menurut Islam; dan kedua, bagaimana penerapan al-Rahn pada pegadaian 
Syariah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, untuk mejawab pokok masalah 
dalam skripsi ini, penulis menggunakan teknik deskrptif analisis dengan pola pikir 
deduktif, dengan cara menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam terhadap 
landasan teori al-Rahn yang mempunyai keterkaitan dengan masalah tersebut, 
kemudian dilogikan dengan metode deduktif, yaitu metode analisis yang diawali 
dengan menggunakan teori umum, kemudian dikemukakan dalam kenyataan yang 
bersifat khusus. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa Pegadaian Syariah 
Cabang Praya, Renteng, konsisten dalam menerapkan konsep syariah, khususnya 
konsep al-Rahn, baik dalam system, menegemant, pengelolaan, produk-produk, 
maupaun pelayanannya, sehingga Pegadaian Syariah cabang Praya sedapat mungkin 
menghindari praktek-praktek non syariah, seperti riba, dan lain-lain. 
 
Kata Kunci: Penerapan, al-Rahn, Pegadaian Syariah 
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Menjalankan prinsip–prinsip syariah dalam bidang ekonomi tidak hanya 
mendatangkan berkah, lebih dari itu megorperasikan bisnis dengan mengacu pada 
prinsip–prinsip syariah akan memberikan peluang memperoleh profit yang lebih 
tinggi bahkan pada saat kondisi  tidak normal sekalipun. Sebagai sebuah bukti 
misalnya. Pada saat Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1997,  banyak 
lembaga keuangan konvensioanal menjadi ambruk. Bank Mumalat Indonesia yang 
merupakan satu-satunya lembaga keuangan syariah di bidang perbankan saat itu 
tetap tumbuh stabil dengan aset yang selalu berkembang dan kini bank jumlah 
bank syariah terus bertambah dengan aset yang terus berkembang.
1
 
Perbankan syariah merupakan bukti yang paling kongkrit  dalam 
menjalankan prinsip–prinsip syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah 
yang  beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem 
perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta 
menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, 
                                                 
1
 Ada beberapa faktor yang mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia, jika 
faktor–faktor tersebut dapat diakomodir dengan lebih baik baik, maka perkembangan bank syariah 
di Indonesia justru akan lebih optimal dan lebih menjanjikan. Faktor – faktor tersebut adalah : a). 
Keunggulan konsep, konsep bank syariah merupakan konsep yang universal yang dapat diterima 
semua kalangan.  b). Jumlah penduduk muslim, jumlah penduduk muslim di Indonesia merupakan 
jumlah penduduk terbesar di dunia. Jumlah penduduk merupakan suatu kekuatan dan peluang pasar 
yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku ekonomi. c). Dukungan pemerintah dan 
ketentuan hukum, dukungan ini terlihat dari berbagai peristiwa dan yang paling mendasar adalah 
kelahiran Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. d) Pengaruh gerakan 
global ekonomi syariah, perkembangan lembaga keuangan syariah terjadi diberbagai negara di 
belahan dunia, tidak hanya di negeri muslim namun juga di negeri non muslim seperti Amerika dan 
Eropa. Lihat Muhammad (Editor), Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan 
Ancaman,  (Yogyakarta : Ekonisia, 2004) hal. 95 – 96.    
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mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan 
menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. 
Seiring dengan perkembangan perbankan syariah, Perum Pegadaian mulai 
melirik untuk menerapkan prinsip–prinsip syariah melalui anak salah satu 
divisinya, Pegadaian Syariah. Pegadaian
2
 Syariah yang konsep operasionalnya 
mengacu pada prinsip Ar-rahn
3
   merupakan lembaga yang paling muda dalam 
menjalankan prinsip–prinsip syariah dalam operasionalnya. Prestasinya cukup 
membanggakan dimana pegadaian dapat melakukan ekspansi pasar dengan cepat 
dengan mendirikan cabang – cabang di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini 
dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat 
Indonesia.   
Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak 
awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 
                                                 
2
 Pegadaian merupakan lembaga tempat melakukan praktek gadai. Pegadaian adalah 
salah satu Badan Usaha Milik Negera yang berbentuk Perusahaan Umum. Landasan hukum 
lembaga ini adalah Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1150. Menurut pasal ini pengertian 
gadai adalah suatu hal yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang barang 
bergerak. barang yang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang atau oleh orang 
lain atas nama orang yang mempunyai utang. sesorang yang berutang tersebut memberikan 
kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang yang telah diserahkan 
untuk melunasi hutang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat 
jatuh tempo. Lihat Heru Sudarsono, Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Lain,  (Yogyakarta : 
Ekonisia, 2005) hal. 156. 
3
 Istilah rahn menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai 
jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan. Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki 
mendefinisikan rahn sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang 
bersifat mengikat“, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang 
sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, 
baik seluruhnya maupun sebagiannya“. Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan rahn dalam 
arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar 
utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Lihat Ensiklopedi Hukum 
Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hope, 1996, hal.480 
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menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik 
riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000  yang dijadikan sebagai 
landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak 
berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 
Desember 2003  tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah 
meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis 
anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, 
akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah  sebagai 
langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. 
Sejak 2010  pihak Perum Pegadaian telah menyusun suatu proyeksi 
perkembangan usaha Pegadaian Syariah hingga 2020 dalam upaya perluasan 
jaringan serta kesinambungan usahanya. Melalui upaya tersebut, diharapkan omzet 
pegadaian syari’ah pada tahun 2020 dapat mencapai Rp3,60 triliun yang didukung 
236 outlet tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah modal kerja PT. yang 
diperlukan sebesar Rp1 triliun dan jumlah nasabah meningkat menjadi sebesar 
2,25 juta orang.  Dengan omzet sebesar itu, maka pegadaian dapat dipandang 
sebagai suatu industri yang melibatkan berbagai usaha skala mikro dengan 
nasabah dari berbagai kalangan. Dengan demikian pegadaian syari’ah diharapkan 




                                                 
4
 www.pegadaian.go.id/info 
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Di Lombok Nusa Tenggara Barat, telah beroperasi dua  cabang pegadaian 
syariah, yaitu Pegadaian Syariah Mataram yang berlokasi di Jalan Pejanggik 
(depan Mataram Mall) dan Pegadaian Syariah Praya yang berlokasi di komplek 
terminal dan pertokoan Renteng Praya Lombok Tengah. 
Permasalahan mengenai gadai ini menjadi menarik untuk dijadikan kajian 
ilmiah mengingat saat–saat ini lembaga- lembaga keuangan syariah tengah 
bergeliat termasuk didalamnya adalah pegadaian syariah. Oleh karena itu peneliti 
ingin mengkaji lebih dalam mengenai gadai ini melalui sebuah karya ilmiah  
“Penerapan Konsep Ar-Rahn Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada 
Pegadaian Syariah Praya).  
KONSEP AL-RAHN 
a. Pengertian Al Rahn 
Ar-Rahn berasal dari bahasa Arab yang berarti tetap dan lestari, 
dinamakan juga dengan al habsu artinya penahanan. Adapun dalam 
pengertian syara’, Ar-Rahn  menjadikan barang yang bernilai harta menurut 
pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan 
beleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat 
barangnya itu. Demikian yang didefinisikan oleh para ulama.
5
 Dalam 
praktiknya di Indonesia, ar-Rahn identik dengan gadai atau pegadaian yang 
sudah sangat populer di masyarakat.  
                                                 
5
 Seperti yang dikutif oleh Sayyid Sabiq, Fiqh As Siunnah, Terjemahan : Kamalaluddin 
Marrzuki, (Surabaya : PT. Al – Ma’arif, 1987) hal. 150 
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b. Rukun dan syarat Ar-Rahn 
1) Adanya lafaz, 
 Yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai.Lafaz dapat saja 
dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya 
terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak. 
2) Adanya pemberi dan penerima gadai. 
Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan 
balig sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan 
hukum sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. 
3) Adanya barang yang digadaikan.  
Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian 
gadai dan arang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu 
kemudian berada dibawah pengasaan penerima gadai. 
4) Adanya utang/ hutang.,  
Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan 
tambahan bunga atau mengandung unsur riba. Mengenai barang 
(marhum) apa saja yang boleh digadaikan, dijelaskan dalam Kifayatul 
Akhyar5 bahwa semua barang yang boleh dijual – belikan menurut 
syariah, boleh digadaikan sebagai tanggungan hutang. 
Aspek lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam kaitan 
dengan perjanjian gadai adalah yang menyangkut masalah hak dan 
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kewajiban masing – masing pihak dalam situasi dan kondisi yang normal 
maupun yang tidak normal. Situasi dan Kondisi yang tidak normal bisa 




c. Landasan Hukum Ar-Rahn 7 
1) Al-Qur’an 
Dasar hukum rahn dalam Al Qur’an, khususnya surat Al – 
baqarah ayat 283 yang mengajarkan agar perjanjian hutang – piutang itu 
diperkuat dengan catatan dan saksi – saksi, serta membolehkan meminta 
jaminan barang atas hutang, sebagaimana firman Allah :  
                         
                  
 Artinya :  Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah 
tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, 
Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang
8
 (oleh yang 
berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 
lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; 
2) As-Sunnah 
Dalam sebuah hadits  yang Aisyah ra. Disebutkan bahwa Nabi 
saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang 
                                                 
6
 Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K Lubis, Hukum Perjnjian Dalam Islam,  (Jakarta : 
Sinar Grafika, 2005) hal. 1156-116. 
7
 Muahammad, Kebijakan Fiscal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta:Salemba 
Empat, 2003), hal. 115 
8
 Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai 
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diutang. Sebagai tanggungan atas utangnya itu Nabi menyerahkan baju 
besinya. 
أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْشتََرى ِمْن يَُهوِدّيٍّ َطعَاًما إِلَى 
لٍّ َوَرَهنَهُ ِدْرًعا ِمْن َحِديد                                         أَجَ   
Artinya : Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah membeli 
makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau 
mengagunkan baju besinya. (HR Bukhari dan Muslim). 
 
Hadits lain, anas ra. mengatakan :  
ٌْنَِة ِعْنذَ ٌَُهْىِدّيٍّ  ٍِْه َوَسلََّم ِدْرًعا لَهُ بِاْلَمِد ًُ َصلَّى هللاُ َعلَ َولَقَْد َرَهَن النَّبِ
ًٍْزا أِلَْهِلهِ   َوأََخذَ ِمْنهُ َشِع
Artinya : Sesungguhnya Nabi saw. pernah mengagunkan baju 
besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil 
gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau. 
(HR al-Bukhari).. 
d. Beberapa Ketentuan Mengenai Ar-Rahn 
Dalam melakukan transaksi dengan prinsip gadai, maka ada  
beberpa kekentuan dalam Islam yang mesti dipenuhi yaitu : 
9
 
                                                 
9
 Heru Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, (Yogyakarta : Ekonisia, 
2004)hal. 119 
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1) Barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan. Artinya barang 
yang digadaikan diakui oleh masyarakat memiliki nilai yang bisa 
dijadikan jaminan. 
2) Tidak sah menggadaikan barang rampasan (gasab) atau barang yang 
dipinjam dari semua barang yang diserahkan kepada orang  lain sebagai 
jaminan. Sebab gadai bermaksud sebagai penutup utang  dengan benda-
benda yang digadaikan, padahal barang yang digadi dipinjam dan barang 
– barang yang telah diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan 
tidaklah dapat digunakan sebagai penututp utang. 
3) Gadai itu tidak sah apabila utang  belum pasti. Gadai yang utangnya pasti 
hukumnya sah, walaupun utangnya belum tetap, seperti utang penerima 
pesanan dalam akad salam  terhadap  pemesan. Gadai dengan utang yang 
akan menjadi pasti juga sah, seperti harga barang masih dalam khiyar. 
4) Disyaratkan pula agar hutang piutang  dalam gadai diketahui oleh kedua 
belah pihak. Ini dikatakan oleh Ibnu Abdan dan Pengarang Kitab Al-
Istitsqa’ serta Abu Khalaf At-tobari yang diperkuat oleh ibnu Rif’ah. 
5) Menerima barang gadai oleh pegadaian adalah salah satu rukun akad 
gadai atas tetapnya gadaian. Oleh karena gadai belum ditetapkan selama 
barang yang digadaikan itu belum diterima oleh pegadaian. 
6) Seandainya ada orang yang menggadaikan barang namun barang tersebut 
belum diterima oleh pegadaian, maka orang tersebut boleh 
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membatalkannya. Sebab gadaian yang belum diterima akadnya masi 
boleh diubah pihak nasabah sebagaimana masa khiyar dalam jual beli. 
7) Jika barang gadaian tersebut sudah diterima oleh pegadaian, maka akad 
rahn tersebut telah resmi dan tidak dapat ditarik atau dibatalkan kembali. 
8) Penarikan kembali akad gadai itu adakalanya dengan ucapan dan 
adakalanya dengan dengan tindakan. Jika pengadaian menggunakan 
barang gadaian dalam bentuk perbuatan yang dapat menghilangkan status 
kepemilika, maka batallah akad gadai. 
9) Jika masa akhir sewanya belum tiba, maka waktu pembayaran utangnya 
tidak termasuk pembatalan. Ketentuan tersebut juga telah dipastikan oleh 
Abu Hamid dan Al-Baghawi dan telah dinashkan oleh imam syafii, juga 
telah dikatamkan oleh imam nawawi dalam tambahan kitab Ar-Raudlah. 
10) Jika masa pembayaran gadai lebih awal  dari pada masa sewa(masa 
sewanya lebih lama dari masa gadainya) maka tidaklah termasuk 
pembatalan gadai dan memperbolehkan penjualan barang yang 
digadaikan hal ini termasuk kaul alshah. 
11) Barang gadaian adalah amanat ditangan penerima gadai, karena ia 
telah menerima barang itu dengan izin nasabah. Maka status amanat 
barang gadai, seperti amanat berupa barang yang disewakan. Jadi 
pegadaian tidak wajib menanggung kerusakan barang gadai, kecuali jika 
disengaja atau lengah tak ubahnya dengan amanat – amanat lain. 
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12) Jika barang gadaian tersebut musnah tanpa ada kesengajaan dari pihak 
pegadaian, pegadaian tidak wajib menanggung barang tersebut  dan 
jumlah pinjaman yang telah diterima tidak boleh dipotong  atau 
dibebaskan. Sebab barang tersebut adalah amanat dari nasabah untuk 
mendapaktan pinjaman, maka pinjaman tersebut tidak boleh dimusnahkan 
akibat musnahnya barang gadaian tersebut. Sama halnya dengan kematian 
orang yang menjamin dalam masalah jaminan dan kematian orang yang 
menjadi saksi  dalam masalah kesaksian. 
13) Seandainya pengadaian mengaku bahwa barang gadaian tersebut 
musnah, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dengan disertai 
sumpah, sebab pengadaian tidak menjleaskan sebab-sebabnya musnahnya 
barang tersebut, atau ia menyebutnya tetapi tidak jelas. Apabila pegadaian 
tersebut menyebut sebab-sebab musanhnya dengan jelas maka 
pengakuannya tidak dapat diterima kecuali dengan bukti – bukti. Sebab 
pegadaian tersebut bisa menunjukkan bukti-bukti atas musnhanya barang  
tersebut jelas. Lain halnya dengan sebab kemusnahan  yang samar karena 
sebab yang samar itu sulit dicari buktinya. 
14) Seandainya pegadaian mengaku telah mengembalikan barang gadaian, 
pengakuan tidak dapat diterima kecuali dengan disertai bukti (kesaksian) 
sebab bukti bagi pegadaian itu tidak sulit, dan lagi barang yang ditangan 
pegadaian itu untuk piutangnya sendiri, maka pengakuannya tidak dapat 
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diterimakecuali disertai dengan bukti sama halnya dengan pengakan 
musta’ir. 
15) Jika pegadaian itu lengah atau merusak barang gadai sengaja 
memanfaat barang yang dilarang untuk dipergunakan maka pegadaian  
harus menggantinya. Diantara contoh kesengajaan/kelengahan ini adalah 
memanfaatkan barang gadaian berupa binatang yang dapat dinaiki atau 
dipergunakan untuk mengangkut barang sehingga menjadi binatang yang 
sakit. 
 
PEGADAIAN SYARIAH  
a. Pengertian  
Secara umum pengertian Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan 
bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak 
khusus, yaitu secara hukum gadai. Sedangkan pengertian gadai menurut 
KUHP adalah : 
“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh dari seorang yang 
berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh 
seorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan memberikan 
kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan 
dari barang tersebut secara didahulukan dari pada  orang-orang yang 
berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang 






                                                 
10
 KUHAP Pasal 1150 
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b. Modal dan Alokasi Modal Pegadaian Syariah 
Untuk mendapatkan modal dalam menjalankan operasionalnya, 
Pegadaian dapat memanfaatkan dana dari sumber–sumber berikut :
11
  
1) Modal sendiri, terdiri dari : 
 Modal awal, yaitu kekayaan negara di luar APBN 
 Penyertaan modal pemerintah 
 Laba ditahan yang merupakan akumulasi laba sehak perusahaan 
pegadaian berdiri 
2) Pinjaman jangka pendek dari perbankan 
 Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini  (sekitar 
80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun) 
 Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada nasabah dan 
lain-lain. 
3) Bekerja sama dengan lembaga terkait dalam memanfaatkan aset 
perusahaan dalam bidang properti dengan sistem BOT, build, operate 
dan transfer. 
4) Penerbitan Obligasi 
5) Kerjasama bisnis antar lembaga keuangan. 
                                                 
11
 Sasli Rais, Pegadaian Syariah, Konsep dan Sistem Operasional, (Suatu Kajian 
Kontemporer)  (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2005), hal. 132  
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Dana yang berhasil dihumpun digunakan untuk mendanai 




1) Uang kas dan dan likuid lain 
2) Pendanaan kegiatan oprasional 
3) Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan 
inventaris. 
4) Penyluaran dana/investasi ke nasabah 
5) Pinjaman pegawai 
c. Produk Pegadaian Syariah 
Pegadaian Syarih menawarkan produk kepada masyarakat berupa 
jasa penyediaan dana cash dalam bentuk sebagai berikut :  
1) Pemberian Pinjaman13 
Pemberian pinjaman ini berdasar hukum gadai syariah, produk 
ini mensyaratkan penyerahan hart benda sebagai jamainan. Harta 
benda yag dijadikan jaminan adalah barang bergerak. Oleh karena itu 
nilai pinjaman ditentukan oleh nilai dan kualitas jumlah barang yang 
digadaikan. 
2) Penaksiran Nilai Harta Benda14 
                                                 
12
 Ibid,  hal. 132-133 
13
 Zainuddin, Hukum Gadai Syariah,  (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal 53 
14
 Ibid 
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Penaksiran nilai harta benda yang dilakukan oleh Pegadaian 
Syariah merupakan pelayanan berupa jasa atas nilai suatu harta benda. 
Jasa taksir umumnya meliputi harta benda bergerak dan harta benda 
tidak bergerak. Biaya yang dikenakan kepada nasabah adalah berupa 
biaya penaksiran barang. 
3) Penitipan Barang Berupa Sewa15 
Penitipan barang dengan akad (ijarah) yang idlakukan oleh 
Pegadaian Syariah berarti menerima titipan dari nasabag berupa surat-
surat berharga. Surat-surat penitipan barang berharga dimaksud, 
diberikan kepada nasabah yang melakukan perjalanan jauh dalam 
waktu yang relatif lama dan atas penitipan itu Pegadaian Syariah 
memperoleh pendapatan dari pemilik sewa berupa sewa penitipan. 
4) Gold Counter16 
Gold Counter adalah jasa penyediaan fasilitas berupa tempat 
penjualan emas yang  berkualitas eksekut dan aman yang disediakan 
oleh Pegadaian Syariah. Gold Counter dimaksud semacam toko  emas 
galeri 24. Setiap pembelian di toko emas milik Pegadaian Syariah 
akan dilampiri dengan sertifikat jaminan. Hal ini dilakukan untuk 
kepuasan bagi nasabah yang masih peduli dengan image bahwa 




 Ibid, hal. 54. 
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dengan jaminan sertifikat, emas dapat dipastikan keaslian dan 
legalitasnya. 
5) Tabunga Emas ONH17 
Tabunga Emas ONH adalah layanan tabungan yang 
diberikan oleh Pegadaian Syariah dalam bentuk emas. Nasabah dapat 
membeli koin emas ONH 24 Karat. Kemudian saat yang diperlukan 
dapat dijual kembali untuk tujuan yang dimaksud. 
d. Pegadaian Syariah Dalam Berbagai Aspek 
1) Aspek Legalitas 
Secara yuridis empiris, pendirian Pegadaian Syariah dilata 
belakangi oleh boomingnya sistem ekonomi syariah di Indonesia. Muslim 
sebagai mayoritas negeri tertuntun untuk melandasi segala transaksi 
ekonomi sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Lahirnya Pegadaian 
Syariah sendiri dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat, 
secara kelembagaan dalam pengelolaan menerapkan manajemen modern, 




Secara yuridis normatif keberadaan Pegadaian Syariah di dasari 
oleh Undang – Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perbankan sehingga 
lembaga keuangan syariah beropersi di Indonesia. Selain itu ekspansi 
                                                 
17
 Subagyo, dkk,  Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,  (Yogyakarta : STIE YKPN, 
2002), hal. 162. 
18
 Zainuddin, Hukum Gadai Syariah,  (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal 54 
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Perum Pegadaian ke sektor Pegadaian Syariah dimungkinkan setelah 
status hukum berubah dari Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi 
Perusahaan Umum (perum). Perubahan status ini diatur dalam PP No. 10 
Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1a)
19
. Keabsahan praktik Pegadaian Syariah 





 Tujuan Perum Pegadaian dipertegas oleh PP No. 103 
Tahun 2000, yang menyatakan bahwa Pegadaian bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama golongan menengah 
kebawah. 
Berdasarkan legislasi diatas, hingga saat ini masih menjadi 
kekuatan atau dasar hukum yang mengikat bagi beroperasinya badan 
Pegadaian Syariah. Selain itu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis 
Ulama Indonesia yang dijadikan acuan dalam menjalankan praktik 
Pegadaian Syariah yakni, Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 Tentang 
Rahn (Gadai) yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, Kemudian Fatwa 
No. 26/DSN/MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas (gadai emas)  
2) Aspek Sumber Daya Manusia 
Keberlangsungan Pegadaian Syariah sangat ditentukan oleh 
kemampuan sumber daya insani yang mengoperasikannya, terutama 
                                                 
19
 Peraturan Pemerintah yang dimaksud berbunyi, : Perum Pegadaian adalah badan 
usaha tunggal yang idberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas Dasar Hukum Gadai. 
20
 PP No. 10 Tahun 1990 Pasal 5 ayat (2b) : Perum Pegadaian adalah perusahaan gadai 
yang mempunyai misi melakukan pencegahan praktik ijon, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. 
21
 Zainuddin Ali, Op. Cit, , hal. 55 
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dalam melakukan penaksiran atas barang gadai, juga kemampuan analisis 
mengenai investasi yang dapat mendatangkan income yang baik dan 
halal. 
3) Aspek Kelembagaan 
Pegadaian Syariah di Bawah Perum Pegadaian mengemban misi 
syiar Islam mengupayakan semaksimal mungkin untuk menghindari 
praktik bisnis yang mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Oleh 
karena itu setiap pelaksnaan operasional Pegadaian Syariah 
dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). 
4) Aspek Sistem dan Prosedur 
Sistem dan prosedur yang diberlakukan pada Pegadaian Syariah 
adalah sistem lembaga keuangan modern yang mengutamakan efesiensi.  
 
PENDEKATAN PENELITIAN 
Pendekatan yang di gunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. 
Pendekatan ini lebih berorientasi pada yang sifatnya alamiah (naturalistik), 
karna penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat di amati.
26
 Hal ini berarti penelitian kualitatif bekerja dalam 
                                                 
26
 Lexy. J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif. Rosda Karya. 2005. hal 7 
Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam                                                                                     p-ISSN: 2337-7097 




setting yang alami,yang berupaya untuk memahami,memberi tafsiran pada 
penomena yang di lihat dari arti yang di berikan orang-orang kepadanya. Dalam 
hal ini pimpinan cabang  serta karyawan-karyawan pegadaian syariah praya 
akan menjadi obyek peneliti serta yang akan  memberikan data-data yang 
berupa hasil dari wawancara dan dukumentasi serta informasi-informasi yang 
berkaitan tentang penerapan  bisnis franchise ananlisis ekonomi islam. Dan oleh 
karna itu penelitian ini sebagai bagian dari keutuhan yang tidak boleh 
diisolasikan kedalam variabel tertentu atau tidak bisa di lakukan di sebuah 
laboratrium melainkan hanya di lapangan. 
Deskriptif merupakan tehnik yang peneliti gunakan. Dengan tehnik ini 
data-data dan informasi yang di peroleh di lapangan baik yang berupa 
naskah,wawancara,maupun dukumen yang merupakan kunci penting dalam 
penelitian ini. 
Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena karakteristik 
penelitian kualitatif cocok  untuk penelitian ini. Adapun karakteristik itu adalah: 
a. Alamiah/naturalistik artinya data yang di peroleh secara langsung dari 
lingkungan nyata dalam situasi dan keadaansebagaimana adanya keadaan 
objek penelitian dalam hal ini peneliti akan mendapatkan data mengenai 
bagaimana praktik bisnis franchise perspektif ekonomi islam. 
Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam                                                                                     p-ISSN: 2337-7097 




b. Manusia sebagai instrumen, peneliti dengan bantuan orang lain merupakan 
alat  pengumpulan data dan tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian 
terhadap realitas di lapanganselain dengan cara yang di maksud. Peneliti 
langsung keobjek penelitian dengan mewawancarai dalam rangka 
mengumpulkan data yang di perlukan oleh peneliti. 
c. Desain yang bersifat sementara,dalam hal ini bukan bersifat konstan dan 
monoton tetapi dapat berkembang (dinamis) secara terus menerus selama 
pengumpulan data di lapangan. 
 
A. Sumber dan Jenis Data 
Karna penelitian ini bersifat deskriptif maka sumber data yang 
digunakan peneliti berupa kata-kata tertulis atau lisan dan tidakan,serta berupa 
dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber datanya adalah 
pimpinan cabang Pegadaian Syariah Praya..  
Data dalam penelitian ini dikatagorikan menjadi dua yaitu data primer 
dan data sekunder. Data perimer subyek dari mana data itu didapatkan 
diperoleh di lapangan berupa hasil wawancara dan serta hasil dari dokumentasi 
dengan responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang terkumpul dari 
refrensi kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. 
B. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting 
dalam penelitian. Oleh karena itu pengumpulan diupayakan dengan maksimal 
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agar mendapatkan data – data yang refresentatif, akurat dan validitasnya 
terjamin.  
Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam 
penelitian, menggunakan dua tehnik pengumpulan data yaitu tehnik 
wawancara/interview dan dokumentasi. 
a. Wawancara (Interview) 
Metode wawancara sering disebut dengan Interview dimana peneliti 
dengan responden bertatap muka langsung dengan sumber data.  
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
28
 
Percakapan dilakukan oleh dua orang itu pewanawancara dan yang di 
wawancari yang mengajukan pertanyaan (Interviewer) dan yang di 
wawancarai (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaaan. 
Dalam melakukan wawancara peneliti mendapatkan informasi melalui 
pimpinan  cabang pegadaian syariah Praya dan orang-orang yang terkait di 
dalamnya seperti para pegawai dan karyawan dan karyawati. 
Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode 
wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang terstruktur sehingga proses wawancara menjadi terarah atas apa yang di 
teliti. Karena wawancara terstruktur adalah wawancara yang 
                                                 
28
 Ibid. Hal 186 
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pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan 
yang akan di ajukan.
29
 
b. Dokumentasi  
Metode dokumentasi yang penulis gunakan bertujuan untuk 
mengumpulkan data dan informasi. Data dan informasi yang di kumpulkan 
berupa dokumen-dokumen penting yang mengenai tentang peraktek bisnis 
Franchise yang berupa catatan-catatan,majalah, dan brosur-brosur dan lain 
sebagainya. 
Metode dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan 
data-data tertulis yang dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan 
yang di butuhkan seperti di lokasi dan sebagaianya. 
C. Tehnik Analisa Data  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka untuk menjawab 
semua rumusan masalah dalam skripsi ini yang berkenaan dengan penerapan 
konsep al-Rahn pada pengadaian syariah dengan menggunakan teknik 
deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. 
Pengertian dari teknik deskriptif analisis sendiri adalah 
menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam terhadap landasan-
landasan teori ar-Rahn yang mana punya keterkaitan dengan masalah tersebut. 
Dan kemudian dilogikakan dengan menggunakan metode deduktif, 
yaitu metode analisis yang diawali dengan menggunakan teori-teori yang 
                                                 
29
 Ibid. Hal 190 
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umum selanjutnya dikemukakan dalam kenyataan yang bersifat khusus dari 
penelitian dalam hal ini adalah penerapan konsep ar-Rahn pada pengadaian 
syariah cabang Praya. 
D. Uji Kesahihan Data 
Untuk mendapatkan data yang berupa informasi yang benar-benar 
valid, perlu di lakukan uji kesahihan data. Upaya-upaya yang menguji 
kesahihan data dalam penelitian ini menggunakan empat macam metode uji 
kesahihan data yaitu :        
a. Perpanjangan Penelitian 
Peneliti memberlakukan perpanjangan waktu penelitian dalam 
rangka mendapatkan data yang benar-benar valid dan kredibe. Perpanjangan  
waktu ini peneliti lakukan manakala data yang di perlukan kurang 
refrensentatif. 
b. Triangulasi 
Disamping perpanjangan penelitian, peneliti juga menggunakan 
metode triangulasi yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi 
dan dokumentasi. Hal ini di gunakan untuk memadukan apa yang apa di lihat 
dan apa yang di dengar oleh peneliti tidak bertolak belakng dengan fakta dan 
realitasnya. 
c. Pemeriksaan Sejawat 
Data-data yang berhasil di kumpulkanoleh peneliti selanjutnya akan 
didiskusikan bersama rekan-rekan yang mempunyai kopetensi di bidang hal 
yang sedang di teliti. Hal ini dimaksudkan unyuk memperoleh masukan – 
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masukan yang menambahkevalidasian dan kesempurnaan dari hasil 
penelitian ini. 
d. Kecukupan Referensi 
Refrensi yang cukup dipandang sangat perlu bagi kesempurnaan 
penelitian ini. Oleh karena itu peneliti selalu berupaya untuk memperbanyak 
refrensi agar data yang di peroleh dapat di pertanggung jawabkan secara 
cerdas dan ilmiah. 
 
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN 
A. Paparan Data 
1. Profil Pegadaian Syariah Cabang Praya 
Sejak beroperasi pertama kali tahun 2003 di Jakarta, produk gadai Ar-
Rahn (Gadai Syariah) mendapat respon yang luarbiasa dari masyarakat 
terutama kaum muslimin yang menginginkan transaksi pinjam meminjam 
yang sesuai dengan syariat Islam. Dasar inilah yang dipakai oleh Perum 
Pegadaian Pulau Lombok mengingat kondisi kehidupan masyarakat pulau 
Lombok yang sangat religius. Sehingga pada tahun 2006, Perum Pegadaian 
membuka 1 (satu) cabang Syariah di kota Mataram tepatnya di Cakranegara.  
Kehidupan pegadaian syariah ini mendapat respon yang sangat baik 
dari masyarakat baik yang muslim maupun non muslim hal ini terbukti dari 
banyaknya nasabah yang bergabung dengan pegadaian ini baik dari 
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masyarakat muslim maupun non muslim. Melihat perkembangan ini, maka 
pegadaian kemudian membuka cabang di Kabupaten Lombok Tengah yang 
sebelumnya tidak terjangkau oleh cabang Konvensional yang ada di wilayah 
Lombok tengah. Dengan adanya Perum Pegadaian Syariah ini yang berlokasi 
di pasar renteng Praya menjawab keinginan masyarakat kaum muslimin untuk 
bertransaksi pinjam meminjam yang sesuai dengan syariat Islam, sekaligus 
memenuhi peluang yang tidak dijangkau oleh Perum Pegadaian 
Konvensional.  
2. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi perum pegadaian syariah cabang praya telah diatur 
berdasarkan AD/ART yang telah ditetapkan oleh perum pegadaian pusat 
dengan puncak pimpinan dipegang oleh kepala cabang membawahi sub-sub 
berdasarkan bidang kerja masing-masing sub tersebut. 
Struktur  Organisasi  Perum  Pegadaian  Syariah cabang  Praya  dapat  
dilihat pada gambar berikut ini : 
Struktur Organisasi 




Penaksir Kasir Penyimpan 
Pemegang 
Gudang 
Tata Usaha Keamanan 
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Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Praya Lombok Tengah,2015 
 
Berikut nama-nama dan jabatan  pemimpin dan karyawan Pegadain 
Syariah Cabang Praya: 
1. Pimpinan cabang  : Jalaluddin, M..E.I. 
2. Penaksir  : Ramadani, Satrio, Sudirman 
3. Kasir   : Khairunnisa, Zenny A P, Nooriansyah, Suhami 
4. Penyimpan  : Soufian Noor 
5. Pemegang gudang : Soufian Noor 
6. Tata usaha  : Husnaini 
7. Keamanan  : Hajayudin, Rahmat, Qamaruddin 
Pada Perum Pegadaian Syariah terdapat Department yang dibantu 
oleh beberapa anggota yaitu sebagai berikut: 
1.  Pimpinan Cabang 
Tugas  pokoknya  adalah  merencanakan,  mengorganisasikan,  
menyelenggarakan dan   mengendalikan   kegiatan   operasional,   
administrasi   dan   keuangan   kantor cabang serta Unit Pelayanan Cabang 
(UPC) : 
a. Menyusun rencana kerja dan Anggaran kantor Cabang Pegadaian 
Syariah berdasarkan acuan yang telah ditetapkan. 
b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan 
operasional pegadaian syariah dan UPC Syarih. 
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c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelengarakan, mengendalikan 
perusahaan barang jaminan yang bermasalah. 
d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan 
pengelolaan modal kerja. 
e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan 
penggunaan sarana dan prasarana Kantor Cabang Pegadaian Syariah dan 
UPC Syariah. 
f. Merencanakan, mengirganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan 
pemasaran dan pelayanan konsumen. 
g. Mewakili kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun ke luar. 
2. Penaksir 
Penaksir merupakan ujung tombak bagi kemajuan Perum Pegadaian. 
Tugas pokok dan  fungsinya  adalah  melaksanakan  penaksiran  terhadap  
barang  jaminan  untuk menentukan  mutu  dan  nilai  barang  menentukkan  
dan  menetapkan  uang  kredit gadai. 
3. Kasir 
Adapun tugas kasir dalam pegadaian Syariah adalah : 
a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang jaminan dari nasabahsesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yabg dilelang. 
c. Membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
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d. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor. 
4. Penyimpan  
Tugas penyimpan adalah : 
1) Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan 
barang jaminan, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan 
untuk serah terima jabatan. 
2) Menerima barang jaminan dari Asisten Pemimpin atau Pimpinan 
Cabang Syariah. 
5. Pemegang gudang  
Adapun tugas dari pemegang gudang adalah : 
1) Menerima barang jaminan selain barang kantong dari asisten Pimpinan 
Atau Pimpinan Cabang Syariah.  
2) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai denagn rubik dan 
bulan pinjamnnya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR 
dan mengatur penyimpanannya.  
6. Tata Usaha 
Tugas tata usaha adalah : 
1) Mengkoordinasikan, melaksakan, dan mengawasi kegiatan operasional 
UPC syariah 
2) Menangani barang jaminan bermasalah 
3) Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang 
jaminan yang masuk. 
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4) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi 
keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan 
laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang Syariah. 
7. Keamanan  
Tugas keamanan adalah : 
1) Menjaga keamanan di pegadaian 
2) Menjaga ketertiban di pegadaian. 
B.  Penerapan Konsep Al-Rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Praya. 
1. Lebih menentramkan karena berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam 
yaitu tidak menjalankan usaha secara curang, tidak spekulatif, tidak bernunsa 
judi, riba dan bathil (eksploitasi kepada pihak lain). Selain itu modal pinjaman 
bersal dari bank Syariah, sehingga dalam pengelolaan diyakini oleh 
masyarakat sebagai pegadaian yang betul-betul mengedepankan syariat Islam 
daripada keuntungan semata. 
2. Dalam pengenaan tarif jasa peminjaman dana dalam skim gadai syariah, tidak 
boleh dikaitkan dengan jumlah dana yang dipinjamkan. Untuk itu dalam 
pelayanan gadai syariah oleh Perum Pegadaian hanya dipungut jasa sebagai 
kompensasi atas pengelolaan mahrun (barang jaminan) yang digadaikan oleh 
Rahin (Nasabah).  
C. Prosentase Pengalokasian Dana Pegadaian Syariah Antara Sektor 
Konsumtif dan Produktif 
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Melihat data yang ada, sector produktif berada pada posisi teratas dengan 
perosentase 60% kemudian diikuti oleh pendidikan 30% dan konsumtif 10%. Hal 
ini disebabkan Karena kebutuhan masyarakat (nasabah) Lombok Tengah lebih 
banyak melakukan transaksi dengan Perum Pegadaian Syariah untuk kepentingan 
produktifitasnya. 
D. Kriteria Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Praya  
Barang yang dapat di jadikan jaminan pada umumnya sama dengan 
Perum Pegadaian non Syariah namun yang membedakan hanya pada ketentuan 
yang terikat dengan kriteria syariah Islam yaitu diakui oleh masyarakat memiliki 
nilai jual. Hal ini bertujuan untuk mmberikan ketenangan kepada pihak Perum 
Pegadaian dan kenyamanan bagi nasabah. Pada dasarnya, hampir semua barang 
bergerak dapat digadaikan di pegadaian dengan pengecualian untuk barang-
barang tertentu. Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi: 
a. Perhiasan tersebut meliputi : emas, perak, intan, mutiara, Barang perhiasan 
b. Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu 
mulia. 
c. Kendaraan 
d. Mobil, sepeda motor, sepeda,dan lain-lain 
e. Barang elektronik 
f. Kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televise, dan 
lain-lain 
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g. Barang rumah tangga 
h. Perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain 
i. Mesin-mesin 
j. Tekstil 
k. Barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum- perum pegadaian. 
Namun mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan 
sumber daya manusia di pegadaian, dan keterbatasan layanan perlunya 
meminimalkan resiko yang ditanggung oleh Perum Pegadaian. Oleh sebab itu, di 




E. Respon Masyarakat Terhadap System Operasional Pegadaian Syariah 
Cabang Praya 
 Respon masyarakat Praya Kabupaten Lombok Tengah khususnya yang 
berada disekitar Pasar Renteng sangat positif, Hal ini ditunjukkan dari 
peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan jasa Pegadaian Syariah sejak 
dibuka pada tahun 2007 hingga sekarang. Tiap tahun mangalami peningkatan 
yang signifikan yaitu sekitar 65%.  
Dari wawancara kami dengan masyarakat sekaligus sebagai nasabah, 
bahwa masyarakat sangat bersyukur dengan adanya Pegadaian Syariah cabang 
praya karena sistem operasional pegadaian syariah ini jauh dari hal-hal yang tidak 
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baik seperti riba’, karena pegadaian syariah selalu mengacu kepada Al-Qur’an 
dan Al-Hadits dan prinsip-prinsipnya sesuai dengan syari’at Islam (Wawancara 
dengah Hj.Husniah, Inaq Tamrin dan Inaq Sumar, 13 November 2015).  
Karena untuk terus mengembangkan usaha mikro kecil  lengkap dengan 
segala keunggulannya seperti Persyaratan yang mudah, proses yang cepat (± 3 
hari), serta biaya-biaya yang kompetitif dan relatif murah, Jangka waktu 
pembiayaan yang fleksibel, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 
bulan, dan sebagainya dapat memudahkan saya dalam menjalankan usaha kecil  
yang saya jalani sekarang . (Wawancara dengan Inaq Toni Nasabah Desa 
Renteng, 13 November 2015) 
Hasil kami wawancara dengan nasabah yang lain setelah kami tanya 
ternyata jawabannya tidak jauh beda  dengan jawabannya nasabah sebelumnya, 
karena Pegadaian Syariah ini sangat berbeda dengan Pegadaian konvensional 
(Wawancara dengan Hj. Miftah, Inaq Jalal dan Inaq Qamaria, 14 November 
2015). 
Pegadaian Syariah sejak awal perjalannya  sampai sekarang terutama di 
Lombok Tengah menyadari bahwa amanah yang diembannya adalah dalam 
rangka membantu menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat, yang note 
benenya adalah usaha kecil yang berlandaskan prinsip ekonomi kerakyatan. 
Pegadaian Syariah memberikan alternatif khususnya bagi masyarakat 
yang membutuhkan pelayanan jasa Pegadaian dengan pola syariah. Walaupun 
kontribusi yang diberikan Pegadaian Syariah dalam upaya pemberdayaan 
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ekonomi masyarakat masih tergolong sangat kecil jika  diukur dari kancah 
prekonomian nasional, namun jika dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan 
orientasinya terfokus pada pemberian bantuan kepada masyarakat terutama 
dalam peningkatan perekonomian masyarakat. 
F. Produk yang Paling Dominan Diminati Masyarakat  
Produk-produk yang ada di pegadaian Syariah Cabang Praya ada dua 
yaitu produk Gadai Syariah (RAHN ) dan produk Al-Rahn untuk Usaha Mikro 
kecil (ARRUM). 
Produk Gadai Syariah (RAHN) adalah produk jasa gadai yang 
berlandaskan pada prinsi-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut 
biaya administrasi dan Ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang 
jaminan). Sedangkan produk Al-Rahn untuk Usaha Mikro kecil (ARRUM) adalah 
produk untuk pengusaha mikro kecil yang menawarkan jasa untuk pengembangan 
usaha dengan berprinsip syariah. 
Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa kedua produk tersebut sama-
sama diminati oleh Masyarakat pada pegadaian Syariah Cabang Praya. 




Adapun persyaratan-persyaratan untuk produk RAHN adalah sebagai 
berikut : 
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1. Membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dll). 
2. Mengisi formulir permintaan Rahn. 
3. Menyerahkan barang jaminan seperti: perhiasan emas, berlian, perak, batu 
mulia. 
Prosedur Pemberian Pinjaman RAHN adalah : 
1. Nasabah mengisi formulir permintaan Rahn. 
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan Rahn yang dilampiri dengan 
fotocopy identitas serta barang jaminan ke loket. 
3. Petugas Pegadaian menaksir (marhun) agunan yang diserahkan. 
4. Besarnya pinjaman/marhun bih adalah sebesar 90% dari taksiran marhun. 
5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan 
menerima uang pinjaman.  
Sedangkan untuk produk ARRUM mempunyai beberapa keunggulan 
diantaranya: 
1. Persyaratan yang mudah, proses yang cepat (± 3 hari), serta biaya-biaya yang 
kompetitif dan relatif murah. 
2. Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 
bulan, hingga 36 bulan. 
3. Jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil ataupun motor) sehingga 
fisik kendaraan tetap berada di tangan nasabah untuk kebutuhan operasional 
usaha. 
4. Nilai pembiayaan dapat mencapai hingga 70% dari nilai taksiran agunan. 
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5. Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan jumlah tetap. 
6. Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon 
ijaroh. 
7. Didukung oleh staf yang berpengalaman serta ramah dan santun dalam 
memberikan pelayanan. 
Persyaratan –persyaratannya adalah : 
1. Calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil dimana usahanya telah 
berjalan minimal 1 tahun 
2. Memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai agunan pembiayaan 
3. Melampirkan: 
1) Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) 
2) Copy KTP Suami/Istri 
3) Copy Surat Nikah 
4) Copy dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup 
menyerahkan surat keterangan usaha dari Kelurahan atau Dinas terkait) 
5) Asli BPKB Kendaraan bermotor 
6) Copy rekening koran/tabungan (jika ada) 
7) Copy pembayaran listrik dan telpon 
8) Copy pembayaran PBB 
9) Copy laporan keuangan usaha 
4. Memenuhi kriteria kelayakan usaha 
5. Proses memperoleh pembiayaan ARRUM. 
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6. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM 
7. Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung 
lainnya yang terkait. 
8. Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirka 
 
KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian danpembahasan hasil penelitian ini, maka dapat 
disimpulkan: 
1. Pegadaian Syariah cabang Praya merupakan bentuk Perum Pegadaian yang 
menerapkan prinsip–prinsip syariah, konsep operasionalnya mengacu pada 
prinsip al-Rahn.  
Karakteristik system Pegadaian syariah yaitu berdasarkan prinsip bagi hasil, 
saling menguntungkan bagi masyarakat dan pegadaian, serta menonjolkan 
aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, 
mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam 
berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi 
keuangan.   
2. Pengelolaan dengan system manajemen modern yang dicerminkan dari 
pengguanaan azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas. 
3. Produk yang paling dominan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Pasar 
Renteng adalah produk gadai, kemudian diikuti oleh kredit al-rum (al-rahn 
untuk usaha mikro) yakni kredit pembiayaan untuk usaha mikro. 
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4. Secara keseluruhan, Pegadaian Syariah Renteng, Cabang Praya, telah 
melalukan pengelolaan, menejement, dan penlayanan sesuai dengan prinsif 
syariah, khususnya dengan konsep al-rahn, begitu pula produk-produk yang 
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